GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 98 /KPTS/DLHP/2021
TENTANG

HONORARIUM TIM RESTORASI GAMBUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor
74/KPTS/DLHP/2021 telah dibentuk Tim Restorasi Gambut
Provinsi Sumatera Selatan;

. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim Restorasi

Gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan
honorarium sesuai dengan beban kerja masing-masing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Honorarium Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera
Selatan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);



KEDUA

KETIGA

Tembusan :

Sekretaris . Rp. 4.500.000,- per orang per bulan

E'.I'

d. Wakil Sekretaris I dan : Rp. 3.500.000,- per orang per bulan
I

2. Ketua Bidang - Rp. 3.000.000,- per orang per bulan
f. Sekretaris Bidang . Rp. 2.500.000,- per orang per bulan
o. Ketua Ahli . Rp. 3.000.000,- per orang per bulan
h. Sekretaris Ahli - Rp. 2.500.000,- per orang per bulan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian /Lembaga/Instansi terkait dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
terkait serta bantuan dari pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

/pada tanggal 5§ Februari 2021
“ GUBERNUR SUMATERA SELATAN

A H. HERMAN DERU

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang



